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Motor vehicle tax is one of the main sources of regional income 

and this research aims to determine the factors that influence 

taxpayer compliance in making motor vehicle tax (PKB) 

payments at the Pare Samsat Office, Kediri Regency. The 

method used in this research is quantitative causality. The 

population used is all taxpayers registered at the Pare Samsat 

Office, Kediri Regency. The number of samples in this research 

was 100 respondents with sample determination using the 

probability sampling method and the technique used was simple 

random sampling. The data analysis technique used in this 

research is multiple linear regression analysis using the IBM 

SPSS Statistics version 23 program. The results of this research 

show that taxpayer awareness, tax service quality, and tax 

facilities influence motor vehicle taxpayer compliance. 

Meanwhile, taxpayer knowledge and tax sanctions have no 

effect on motor vehicle taxpayer compliance. Based on the 

results, the conclusion shows that the higher the level of 

taxpayer awareness, the better the quality of services and tax 

facilities provided can increase the ratio of taxpayer 

compliance with motor vehicle tax payments. 
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1. Pendahuluan 

Nergara yang kini serdang merlaluri faser perrturmburhan salah saturnya adalah Indone rsia yang akan terrurs 

mernerrurs merningkatkan ku ralitas dari permbangurnan nasional nergara derngan turjuran urnturk merwurjurdkan 

ke rserjahterraan masyarakat. Pe rndapatan urtama nergara yang digurnakan dalam merlakurkan permbangurnan nasional 

yaitur berrsurmberr dari pajak yang dibayar masyarakat.  Pajak adalah basis u rtama perndapatan Indonersia dan 

masurk ker dalam pernerrimaan urtama Anggaran Perndapatan dan Berlanja Daerrah (APBN) (Kowerl ert al., 2019). 

Pajak merrurpakan salah satu r iurran rakyat yang dibayarkan pada kas ne rgara dan te rlah terrterra dalam urndang-

urndang pajak yang berrlakur urnturk mermberrikan serbagian dari kerkayaan yang dimiliki. Iurran ini dibayar olerh 

rakyat serbagai wajib pajak dan dikatergorikan serbagai pernerrimaan daerrah. Rakyat serbagai wajib harurs 

mermberrikan kontribursi kerpada nergara urnturk permbangurnan nasional yang diserburt de rngan pajak daerrah. 

Pajak daerah ini memiliki sifat yang memaksa sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak mendapatkan 

imbalan dari pemerintah secara langsung serta  diperlukan dalam memenuhi kepentingan suatu daerah dalam 

rangka menyejahterakan masyarakat (Republik Indonesia, 2009). Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis 
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yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kategori pajak yang masuk pada pungutan oleh pemerintah 

provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber utama pendapatan daerah. Kendaraan bermotor 

merupakan beragam jenis kendaraan yang dilengkapi dengan towbar dan roda. Mereka dapat dikendarai di 

berbagai jalan di darat dengan menggunakan peralatan khusus seperti mesin atau perangkat serupa yang 

menggunakan sumber energi untuk menggerakkan kendaraan (Ahmad et al., 2021). Masyarakat yang 

mempunyai kendaraan bermotor wajib melakukan pembayaran pungutan atas kepemilikan kendaraan 

bermotor (Juliantari et al., 2021). Pajak tersebut dibayar dimuka dan akan dibayarkan pada masa pajak 12 

bulan atau 1 tahun. Oleh karena itu, bisa diketahui untuk pajak kendaraan bermotor harus dibayarkan wajib 

pajak setiap satu tahun sekali sesuai masa pajak yang berlaku. Jika jumlah penduduk di Indonesia setiap 

tahunnya meningkat, maka kemungkinan besar pendapatan negara yang berasal dari pajak juga akan 

mengalami peningkatan. 

Dari data pada Badan Perndapatan Daerrah (BAPErNDA) Jawa Timurr, ku rantitas ke rndaraan berrmotor 

roda dura pada tahurn 2019 dan 2020 di Kaburpatern Ke rdiri merngalami perningkatan. Di tahurn 2019, jurmlah 

ke rndaraan berrmotor roda du ra serbersar 792.394, dan pada tahurn 2020 serbanyak 813.836. Berrdasarkan statistik 

terrserburt, jurmlah kerndaraan be rrmotor di wilayah Kabu rpatern Ke rdiri antara tahurn 2019 hingga tahurn 2020, 

khu rsursnya kerndaraan roda dura merningkat  serbersar 2,7% derngan jurmlah perningkatan kerndaraan berrmotor roda 

du ra serbanyak 21.442. Jika jurmlah kerndaraan berrmotor merningkat sertiap tahurnnya, maka serharursnya jurmlah 

pe rndapatan daerrah atas pajak kerndaraan berrmotor jurga merngalami perningkatan. Di Jawa Timurr ada lerbih dari 

1,4 jurta kerndaraan berrmotor yang masih mernurnggak pajak hingga lerbih dari satur tahurn. Pajak kerndaraan 

be rrmotor adalah surmberr permbiayaan yang sangat be rsar bagi daerrah. Dari data terrserbu rt mernurnjurkkan 

merningkatnya jurmlah dari ke rndaraan berrmotor di Jawa Timurr serlalur konsistern se rtiap tahurnnya. Namurn jurmlah 

masyarakat yang merlakurkan permbayaran atas kerwajiban kerpermilikan kerndaraanya berlurm mampur 

merngimbangi trern perningkatan terrserburt. Perrmasalahan yang dihadapi adalah rerndahnya sikap paturh dari wajib 

pajak urnturk merlakurkan permernurhan kerwajiban permbayaran atas kerpermilikan kerndaraannya. 

Data yang diperoleh dari Unit Pengelola Teknis Pendapatan Daerah Kediri menunjukkan bahwa 

jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020–2022 lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini 

disebabkan oleh daya konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah dari objek 

pajak yang tidak membayar juga mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023 yaitu pada tahun 2021 rasionya 

sebesar 10,87%, tahun 2022 sebesar 11,82%, dan tahun 2023 sebesar 13,86%. Hal ini dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang terdapat pada wajib pajak itu sendiri maupun pelayanan dan fasilitas yang terdapat di Kantor 

SAMSAT sebagai perantara untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Objek pajak yang tidak membayar 

di tahun 2021 terjadi penurunan dari jumlah sebelumnya dikarenakan program tax whitening yang diberikan 

dari pemerintah untuk digunakan sebagai alat dalam menekan rasio kepatuhan dalam bidang perpajakan. 

Sikap patuh akan pajak adalah kesadaran individual dari masyarakat yang mendorong terciptanya 

pemenuhan akan kewajiban atas perpajakannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku (Kowel et al., 

2019). Adanya sikap patuh akan perpajakan ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta 

untuk memperoleh hak dari wajib pajak dalam bidang perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak menimbulkan 

tantangan besar terhadap penerimaan pajak, karena distribusi atau alokasi dana yang tidak tepat dapat 

menghambat pertumbuhan nasional. Tidak hanya permasalahan pembangunan nasional, sosialisasi akan 

realisasi dana pajak juga merupakan satu masalah utama, karena tidak semua masyarakat tahu atas arah dari 

penyaluran pajak yang sudah dibayar setiap masanya.  

Di Indonesia pengetahuan atas perpajakan oleh wajib pajak tergolong masih rendah. Ketidaktahuan 

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang relevan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mereka 

masih tergolong rendah. Sikap patuh akan pajak untuk mengajukan pajak bisa dihubungkan oleh beberapa 

parameter variabel seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib 

pajak, serta fasilitas perpajakan. Tingkat kesadaran masyarakat cenderung kurang baik, hal ini terlihat dari 

ketidaktahuan mereka terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sejumlah variabel dapat 

mempengaruhi seberapa konsisten masyarakat membayar pajak, termasuk kesadaran akan kewajiban mereka, 

kualitas administrasi yang mereka peroleh, sanksi atas pelanggaran, basis pengetahuan mereka, dan fasilitas 

yang dapat mereka akses. 

Pola pikir dari setiap individu sebagai wajib pajak saat mereka mampu memahami undang-undang 

perpajakan terkait dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya merupakan kesadaran atas pajak. Setiap 
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individu yang sudah memahami atas kewajiban pembayaran pajaknya dapat diketahui ketika wajib pajak 

tersebut sudah mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku, mengetahui fungsi dari pembayaran 

pajak, serta mengetahui bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan (Widajantie et al., 2019). 

Ketika wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajiban pembayaran pajaknya, maka penerimaan negara 

yang berasal dari pajak akan mengalami penurunan, karena kesadaran dari wajib pajak atas pembayaran pajak 

merupakan elemen utama dalam menurunnya tingkat kepatuhan pajak. 

Wajib pajak yang sadar atas tanggungjawab perpajakannya akan memiliki sikap patuh terhadap 

ketentuan serta aturan perpajakan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Kesadaran dari wajib pajak tersebut 

mendorong wajib pajak  untuk mengetahui serta mempelajari bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi dan akan mendapatkan sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar. Dalam undang-undang di bidang 

perpajakan menjelaskan bahwa jika masyarakat terbukti melanggar kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan 

sebelumnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan tersebut dapat 

dijadikan sebagai alat untuk menegakkan hukum yang berlaku dalam dunia perpajakan serta dapat digunakan 

dalam menekan rasio kepatuhan wajib pajak, dengan harapan supaya masyarakat patuh dalam melunasi 

kewajiban pajak dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat. 

Tingginya persentase wajib pajak yang gagal membayar pajaknya bisa jadi disebabkan oleh fasilitas 

dan pelayanan yang dinilai kurang memadai. Elemen kunci dalam Salah satu kunci utama yang bisa digunakan 

dalam menekan rasio kepatuhan dari wajib pajak adalah peningkatan kualitas layanan. Upaya yang bisa 

digunakan untuk mengoptimalisasikan agar tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi yaitu instansi perpajakan 

harus mampu melakukan inovasi sistem dan fasilitas pelayanan dalam pembayaran pajak. Layanan yang 

didukung dengan pembaruan teknologi dapat menekan angka kepatuhan para wajib pajak dengan kemudahan 

akses pembayaran.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

sikap patuh dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pembayaran pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Kediri pada tahun 2024. 

 

1.1 Theory of planned behavior (TPB)  

Theory of planned behavior merupakan suatu teori yang menjelaskan terkait perilaku yang 

ditimbulkan oleh seorang individu karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku (Ajzen, 1991). 

Teori ini menjelaskan bahwa munculnya niat seorang individu dalam berperilaku dapat dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu behavioral beliefs, normativ beliefs, dan control beliefs. 

Behavioral beliefs merupakan keyakinan yang muncul dari individu tersebut terkait hasil serta evaluasi 

yang akan didapatkan dari perilaku tersebut (Valentina et al., 2022). Dalam teori ini menjelaskan bahwa 

individu akan mempertimbangkan hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut, serta menentukan apakah akan 

melaksanakan perilaku tersebut atau tidak. Dalam praktiknya pada pembayaran pajak kendaraan bermotor teori 

ini dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak serta pengetahuan dari wajib pajak dalam melaksanakan 

kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki kesadaran serta pengetahuan 

terkait perpajakan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meyakini bahwa pentingnya melakukan 

pembayaran pajak bagi pembangunan nasional. 

Normativ beliefs merupakan keyakinan individu yang muncul karena adanya harapan-harapan 

normatif dari orang lain dan motivasi yang digunakan untuk memenuhi harapan normatif yang muncul 

(Valentina et al., 2022). Faktor tersebut dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada 

para wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak mendorong wajib 

pajak untuk patuh terhadap kewajiban pembayaran pajaknya karena hal tersebut memberikan kepuasan 

terhadap wajib pajak serta memenuhi harapan wajib pajak terhadap pelayanan pajak yang diinginkan. 

Control beliefs  adalah keyakinan yang muncul bahwa ada hal-hal yang mendukung atau menghambat 

perilaku yang akan ditampilkan, serta pendapatnya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (Kowel et al., 2019). Faktor tersebut dapat dikaitkan dengan adanya sanksi 

perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan yang terdapat pada aturan perpajakan mendorong wajib 

pajak untuk mematuhi aturan tersebut atau dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan dapat dijadikan alat untuk 

mencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Selain itu fasilitas perpajakan juga merupakan 

salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh atas kewajiban perpajakannya. Dimana 

fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah dijadikan sebagai penunjang untuk menekan angka kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor.  
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1.2 Pajak Kendaraan Bermotor 

Kerndaraan yang merrurpakan kerpermilikan pribadi serserorang dikernakan pajak daerrah dan dikernal 

de rngan pajak kerndaraan berrmotor (Rerpurblik Indonersia, 2009). Pajak atas kerpermilikan kerndaraan dikernakan 

pada sertiap masyarakat ataur erntitas permilik kerndaraan be rrmotor. Sertiap individur wajib merlurnasi kerwajiban ini 

pada sertiap kerndaraan berrmotor yang dimilikinya  (Widajantier & Anwar, 2020). Pajak atas kerpermilikan 

ke rndaran adalah satur diantara banyaknya jernis pajak yang dapat merningkatkan pernerrimaan lokal daerrah sercara 

signifikan (Widajantie et al., 2019). Dasar pernertapan tarif pajak serarah derngan Perraturran Permerrintah Rerpurblik 

Indone rsia Nomor 35 Tahurn 2023 yang mernyatakan bersarnya tarif pada PKB serbersar 1% dari nilai kerpermilikan 

ke rndaraan berrmotor ditambah derngan Opsern PKB serbersar 66% dari nilai PKB terrurtang (Republik Indonesia, 

2023). 

 

1.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Sikap paturh adalah tindakan mernaati perraturran yang ditertapkan (Pusat Bahasa, 2018). Kerpaturhan 

pe rmbayaran pajak dapat terrlaksana jika wajib pajak surdah mernaati urndang-urndang serrta serlurrurh administrasi 

pe rrpajakan tanpa perrlur adanya kergiatan pernergakan hurkurm ataur permberrian sanksi (Menteri Keuangan Republik 

Indonesia, 2000). Jadi wajib pajak dikatakan patu rh akan pajak, kertika wajib pajak merlakurkan permbayaran 

pajak tanpa dikernai sanksi atas perrpajakan. 

Kerpaturhan permbayaran pajak merrurpakan perrilakur yang mernurnjurkkan bahwa serorang surbjerk pajak 

tidak perrnah merlanggar perraturran perrpajakan dan mampur merngerrjakan hak serrta kerwajiban perrpajakannya 

de rngan sistermatis yang disersuraikan pada kerternturan dan perraturran pajak terrkait (Agustin & Putra, 2019).  

Sikap paturh dari masyarakat urnturk mermernurhi kerwajiban perrpajakannya (volurntary of compliancer) 

merrurpakan pokok urtama dari kerberrhasilan permerrintah urnturk merlakurkan purngurtan pajak, dimana sikap 

tanggurngjawab yang dimiliki wajib pajak dalam mernerturkan serndiri kerwajiban perrpajakannya sercara akurrat 

serrta tidak terrlambat dalam merlakurkan permbayaran serrta merlaporkan kerwajiban perrpajakannya mernjadi 

pe rnernturnya (Juliantari et al., 2021).  

 

1.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Serserorang yang mermahami perrpajakan mermpurnyai cara pandang yang merncakurp gagasan, informasi, 

dan logika serrta kercernderrurngan urnturk berrperrilakur yang dilatarberlakangi olerh inserntif yang diberrikan olerh 

pe rraturran perrurndang-urndangan perrpajakan yang berrsangkurtan. Perrilakur ini diserburt derngan kersadaran wajib 

pajak (Agustin & Putra, 2019). 

Berrdasarkan pernerlitian yang dilakurkan olerh Perrmana & Sursilowati (2021) merne rmurkan bahwa 

merngertahuri cara mermbayar pajak merningkatkan permahaman serserorang terntang tanggurng jawab 

pe rrpajakannya. Salah satur cara urnturk mermurncurlkan sikap moral masyarakat yang me rmajurkan bangsa ini 

adalah perrasaan kerwajiban atas pajak. Pernerlitian mernurnjurkkan bahwa perngertahuran wajib pajak berrperngarurh 

terrhadap kerpaturhan wajib pajak. 

Pernerlitian lain yang dilakurkan olerh Karlina & Erthika  (2021) mernermurkan bahwa perngertahuran wajib 

pajak mermperngarurhi kerpaturhannya terrhadap perraturran perrpajakan kerndaraan be rrmotor. Olerh karerna itur, 

pe rningkatan perngertahuran wajib pajak akan merningkatkan kermampurannya dalam merngajurkan pajak. 

 

H1  : Durgaan sermerntara kersadaran wajib pajak sercara parsial berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak. 

 

1.5 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Serhurburngan derngan kertertapan pajak, informasi pajak adalah sermura yang diperrtimbangkan wajib pajak 

terntang kerserlurrurhan sisterm ke rtertapan pajak (Malau et al., 2021). Informasi ini dijadikan serbagai permahaman 

terntang perdoman pernilaian dan informasi terrkait permurngurtan pajak, sisterm perrhiturngan pajak, dan kapasitan 

serrta perranan pajak. 

Permahaman pajak merrurpakan salah satur hal terrpernting yang perrlur dikertahuri wajib pajak (Winasari, 

2020). Karerna wajib pajak yang mermiliki informasi yang lerbih baik akan lerbih sadar akan kerwajiban 

pe rrpajakannya dan mermaturhinya, terrmasurk permbayaran pajak kerndaraan berrmotor terpat waktur.  
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Berrdasarkan pernerlitian yang dilakurkan olerh Barlan ert all., (2021) mernermurkan bahwa kersadaran wajib 

pajak berrperngarurh terrhadap ke rpaturhannya. Hal ini me rnurnjurkkan bahwa tingkat pe rngertahuran perrpajakan di 

kalangan wajib pajak akan be rrkorerlasi positif derngan kersadaran mermbayar pajak. 

Pernerlitian lain yang terlah dilakurkan olerh Masurr ert all., (2022) dan merndapatkan hasil bahwa 

pe rngertahuran wajib pajak berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak kerndaraan be rrmotor. 

 

H2  : Durgaan sermerntara perngertahuran wajib pajak sercara parsial berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib 

pajak. 

 

1.6 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Tingkat kerpurasan wajib pajak terrhadap perlayanan yang diperrolerhnya diserburt derngan kuralitas 

pe rlayanan (Agustin & Putra, 2019). Erferktivitas perningkatan kerpaturhan wajib pajak sangat diperngarurhi olerh 

ku ralitas perlayanan ini. Perturgas pajak mermernurhi perrmintaan permbayar pajak de rngan mernawarkan layanan 

be rrkuralitas tinggi. Diharapkan derngan mermberrikan pe rlayanan, wajib pajak akan terrbantur dalam merngerlola 

pe rrmasalahan perrpajakannya (Adikara & Rahayu, 2021). 

Perlayanan yang baik dan me rmernurhi harapan wajib pajak dikatakan be rrkuralitas. Se rbaliknya kuralitas 

pe rlayanan serperrti ini dapat dikatakan be rrmurtur sangat tinggi ataur perlayanan sangat mernyernangkan apabila 

dapat merlampauri harapan wajib pajak. Kare rna perlayanan perrpajakan diserdiakan olerh organisasi permerrintah 

urnturk mermernurhi kerburturhan masyarakat serkaligurs mernergakkan hurkurm, maka perlayanan terrserburt terrmasurk 

dalam katergori perlayanan pu rblik. 

Berrdasarkan pernerlitian yang dilakurkan olerh Adikara dan Rahayur (2021) didapatkan hasil bahwa 

ku ralitas perlayanan berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak di Kaburpatern Bogor. 

Kuralitas perlayanan mermpu rnyai perngarurh yang baik terrhadap kerpaturhan wajib pajak kerndaraan 

be rrmotor, mernurrurt pernerlitian lerbih lanjurt olerh De rwi dan Kaderk (2019). Berrdasarkan kriterria tersebut dapat 

disimpurlkan bahwa tingkat kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor diperngarurhi olerh standar perlayanan 

yang diberrikan perturgas pajak kerpada kliernnya. 

 

H3  : Durgaan sermerntara kuralitas perlayanan pajak sercara parsial berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib 

pajak. 

 

1.7 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Salah satur instrurmern urnturk merncergah perlanggaran norma perrpajakan adalah derngan perngernaan dernda 

pe rrpajakan (Barlan et al., 2021). Sanksi mermastikan bahwa wajib pajak akan me rmernurhi komitmern 

pe rmbayaran pajaknya. Turjuran dari sanksi pajak ini adalah urnturk merndorong kerpaturhan wajib pajak derngan 

mermberrikan erferk jerra. 

Sanksi perrpajakan merrurpakan sanksi yang harurs ditanggu rng olerh wajib pajak karerna tidak mermbayar 

pajaknya (Palupi, 2019). Pajak yang berrsifat mermaksa mermberrikan hurkurman bagi kertidakpaturhan ataur 

pe rnyalahgurnaan. Derngan diberrlakurkannya sanksi perrpajakan, wajib pajak yang se rberlurmnya tidak berrniat 

mermbayar pajak kini mernjadi lerbih paturh. Akibatnya, masyarakat akan se rmakin sadar mermbayar pajak jika 

sermakin takurt mernghadapi sanksi perrpajakan. Pernergasan tersebut mermbawa kita pada kersimpurlan bahwa 

ke rpaturhan wajib pajak diperngarurhi olerh konserkurernsi pe rrpajakan. 

Berrdasarkan pernerlitian yang dilakurkan olerh Winasari (2020) merndapatkan hasil bahwa sanksi 

pe rrpajakan berrdampak terrhadap kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor. 

Pernerlitian lain yang dilakurkan olerh Cahyanti ert al., (2019) mernurnjurkkan dampak sanksi pajak terrhadap 

ke rpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor. Hal ini mernurnjurkkan bahwa kerpaturhan wajib pajak kerndaraan 

be rrmotor dalam mermbayar ke rwajiban perrpajakannya sermakin merningkat seriring de rngan sermakin berratnya 

sanksi perrpajakan yang dike rnakan. 

 

H4 : Durgaan sermerntara sanksi perrpajakan sercara parsial berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak 
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1.8 Pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Fasilitas perrpajakan adalah fasilitas yang mermurdahkan pe rmberrian perlayanan perrpajakan kerpada wajib 

pajak sercara berrkerlanjurtan serhingga mermberrikan kerbahagiaan dan kerpurasan (Winasari, 2020). Surmberr daya 

ini merncakurp pe rrsonerl, produ rk, dan fasilitas layanan. Wajib Pajak mu rngkin akan lerbih cernde rrurng mermernurhi 

komitmernnya jika fasilitas pe rrpajakan yang komprerhernsif surdah terrserdia. Mermiliki fasilitas yang berrfurngsi 

pe rnurh akan merningkatkan ke rpaturhan wajib pajak. 

Fasilitas yang mermurdahkan, kernyamanan, dan prerdiktabilitas dalam proserdurr pe rmbayaran pajak 

surdah mermadai dan terrorganisir derngan baik. Tingkat kerpu rasan wajib pajak terrhadap perlayanan yang 

ditawarkan akan mermperngarurhi kerserdiaannya urnturk mermaturhi kerwajiban perrpajakannya. 

Pernerlitian yang dilakurkan olerh Haryanti dan Wijaya (2020) mernermurkan bahwa fasilitas perrpajakan 

merningkatkan kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor. 

Pernerlitian lain yang dilakurkan olerh Winasari (2020) mernurnjurkkan bahwa inserntif pajak berrdampak 

terrhadap kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor. De rngan dermikian, sermakin tinggi kerpaturhan wajib pajak 

dalam mermernurhi hak dan ke rwajiban perrpajakannya, maka akan se rmakin baik pu rla fasilitas perrpajakan yang 

diberrikan. 

 

H5 : Durgaan sermerntara fasilitas perrpajakan berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak 

 

1.9 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi 

Perpajakan, dan Fasilitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Fasilitas perrpajakan, sanksi pe rrpajakan, kersadaran wajib pajak, perngertahuran wajib pajak, dan kuralitas 

pe rlayanan perrpajakan yang diberrikan merrurpakan berberrapa variaberl yang murngkin mermperngarurhi serjaurh mana 

ke rpaturhan wajib pajak dalam mernyampaikan pajak. De rngan dermikian, pernerlitian ini dibatasi urnturk merngurji 

lima variaberl yang murngkin mermperngarurhi kerpaturhan wajib pajak. 

 

H6 :  Durgaan sermerntara kersadaran wajib pajak, perngertahuran wajib pajak, kuralitas pe rlayanan pajak, sanksi 

perrpajakan, dan fasilitas perrpajakan sercara simurltan berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak 

 

2. Metode Penelitian 

Popurlasi pada pernerlitian ini adalah wajib pajak ke rndaraan berrmotor yang terrdaftar di Kantor Samsat 

Parer Kaburpatern Ke rdiri pada perrioder Janurari-April tahu rn 2024. Mertoder perngambilan samperl yang digurnakan 

yaitur probability sampling derngan mernggurnakan terknik simpler random sampling. Pernerlitian ini mernggurnakan 

mertoder kurantitatif kaursalitas yang merngkaji hurburngan serbab akibat dan mertoder perngurmpurlan datanya 

mernggurnakan kurisionerr derngan pernilaian skala likerrt yang kermurdian diolah mernggurnakan softwarer SPSS 

versi 23. Terknik analisis data pada pernerlitian ini yaitur analisis rergrersi linierr berrganda. 

 

2.1 Variabel Dependen 

Variaberl yang murncurl karerna serbagai akibat dari variaberl berbas diserburt variaberl terrikat (Sugiyono, 

2021). Kerpaturhan wajib pajak (Y) me rnjadi variaberl derperndern pada sturdi yang dilakurkan. Kertika masyarakat 

merlaksanakan turgas ervalurasinya dan didasarkan pada aturran yang berrlakur, hal itur diserburt kerpaturhan wajib 

pajak (Ringan, 2023). Indikator yang digurnakan urnturk merngurkurr tingkat kertergurhan warga kerndaraan berrmotor 

mernurrurt (Valentina et al., 2022) adalah kerterpatan waktur permbayaran biaya dalam jurmlah yang diternturkan, 

pe rnyursurnan dokurmern perrpajakan yang lerngkap, akurrat dan jerlas, serrta tidak adanya turnggakan permbayaran 

dan tidak perrnah dihurkurm karerna merlakurkan perlanggaran pernagihan pajak.  

 

2.2 Variabel Independen 

2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak 

Pola pikir masyarakat yang me rngertahuri, mermernurhi, serrta merlaporkan pajaknya se rrta mernyatakan 

serlu rrurh pernghasilannya derngan mernyersuraikan perraturran yang ditertapakan dikernal de rngan kersadaran atas pajak 

(Widajantie et al., 2019).  
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Kriterria ervalurasi yang digu rnakan dalam kersadaran warga mernurrurt (Karlinah, 2022) antara lain 

mermastikan turgas merlaluri rergurlasi dan paksaan, perntingnya rertribursi serbagai salah satur jernis administrasi 

daerrah, bersaran rertribursi adalah kerrjasama daerrah dalam merndu rkurng acara dan perrgerserran rertribursi, dampak 

ne rgatif terrhadap nergara atas pernu rndaan permbayaran, dan permbayaran pajak merrurpakan kerserpakatan urnturk 

promosi dan durkurngan nergara terrhadap rakyat.  

 

2.2.2 Pengetahuan Wajib Pajak 

Perngertahuran wajib pajak adalah sikap masyarakat yang me rnurnjurkkan mampu r urntu rk mermahami 

ke rtertapan pada bidang pajak, serperrti bera pajak yang be rrlakur dan kerurnturngan me rmbayar pajak (Mulyati & 

Ismanto, 2021).  

Indikator perngurkurran informasi mernurrurt (Mulyati & Ismanto, 2021) adalah informasi perraturran urmurm 

dan mertoder perrpajakan, informasi kerrangka permurngurtan pajak di Indonersia dan informasi kermampuran 

pe rmurngurtan pajak. 

 

2.2.3 Kualitas Pelayanan Pajak 

Taraf kerpurasan masyarakat terrhadap jasa layanan perrpajakan yang ditawarkan diserburt derngan kuralitas 

pe rlayanan pajak (Masurr & Rahayur, 2022). Tingkat kerpaturhan terrhadap pernilaian administrasi dapat diternturkan 

de rngan mermbandingkan durkurngan yang diterrima dan je rnis administrasi yang diharapkan olerh masyarakat.  

Mernurrurt Hidayat dan Wati (2022) kerandalan, daya tanggap, keramanan, ermpati, dan burkti langsurng 

merrurpakan indikator yang merngu rkurr kuralitas perlayanan perrpajakan. 

 

2.2.4 Sanksi Perpajakan 

Sanksi perrpajakan mermastikan bahwa aturran dalam urndang-urndang perrpajakan dan standar 

pe rrpajakan dipaturhi, dihormati, dan dipaturhi (Barlan et al., 2021). Sanksi ini digurnakan serbagai langkah 

pe rnergakan hurkurm urnturk mermastikan wajib pajak mermaturhi kerwajiban perrpajakannya.  

Indikator yang terrkandurng dalam sanksi pajak adalah bahwa perrserturjuran yang diberrikan sangat serriurs 

bagi merrerka yang merngabaikan administrasi pajak, bahwa berban sanksi adalah cara urnturk merndidik warga 

ne rgara, dan bahwa sanksi biaya diberrlakurkan tanpa adanya permberlaan (Ramadhani & Wilestari, 2020). 

 

2.2.5 Fasilitas Perpajakan 

Pernciptaan infrastrurkturr dan fasilitas yang merme rnurhi standar kuralitas dan mermurngkinkan 

ke rlangsurngan operrasional organisasi pe rrpajakan dikernal serbagai fasilitas pajak (Haryanti & Wijaya, 2020). 

Salah satur cara upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya peningkatan kualitas 

fasilitas perpajakan serta meningkatkn raiso kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan 

memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor berupa pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, 

pembebasan PKB progresif serta pembebasan Bea Balik Nama (BBN) ke II dan seterusnya. 

Indikator yang digurnakan u rnturk merngurkurr kermajuran kantor perngerluraran dalam program permurtihan 

pajak mernurrurt (Ferry & Sri, 2020) adalah kerrjasama warga dalam program permurtihan, program permurtihan 

mermbantur warga, warga tidak merrasa bahwa program pe rmurtihan adalah jerbakan, manfaat program permurtihan 

bagi warga dan konsisternsi warga dalam mernanggurng biaya pajak serterlahnya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sarana yang dirancang dalam menilai kekhasan keteraturan dan sosial 

yang berkaitan dengan objek yang diamati (Sugiyono, 2021). Instrumen penelitian yang dipakai pada 

penelitian yang dilaksanakan yaitu survei atau kuesioner dan didasarkan pada pengukuran skala likert. 

Tingkatan yang digunakan dalam mengukur instrumen penelitian menggunakan teknik skala likert  dengan 

memberikan nilai pada masing-masing jawaban (Sugiyono, 2021). Tingkatan nilai yang digunakan 

menggunakan teknik skala likert ditampilkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Skala Likert 

Keterangan Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (ST) 4 

Ragu-Ragu (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Kuisioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan penilaian menggunakan 

skala likert pada penelitian ini yang ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kuisioner Penelitian 

No Pernyataan 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 

1 Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

2 Saya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai tagihan yang tertera dalam STNK 

3 Saya mengisi formulir untuk pajak kendaraan bermotor dengan lengkap, benar, dan jelas 

4 Saya tidak memiliki tunggakan atas pembayaran pajak kendaraan bermotor 

5 Saya tidak pernah mendapatkan hukuman atas tindak pidana dalam bidang perpajakan 

KESADARAN WAJIB PAJAK (X1) 

1 Pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan bersifat memaksa 

2 Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pengabdian yang diberikan masyarakat 

kepada negara 

3 Pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam menunjang 

pembangunan negara 

4 Menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat merugikan negara 

5 Rutin membayar pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk rencana dalam menunjang 

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X2) 

1 Saya mengetahui terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

yang berlaku di Indonesia 

2 Saya mengetahui tentang sistem Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku di Indonesia 

3 Saya mengetahui tentang fungsi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

KUALITAS PELAYANAN (X3) 

1 Petugas Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri memberikan pelayanan yang baik dan selalu 

menindaklanjuti pengaduan dari wajib pajak secara cepat 

2 Petugas Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri cepat tanggap dalam membantu wajib pajak 

menyelesaikan masalah perpajakannya 

3 Petugas Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri memberikan informasi yang cukup jelas serta 

menjaga kerahasiaan data dari setiap wajib pajak 

4 Petugas Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri dapat memberikan perhatian secara khusus kepada 

wajib pajak yang mengalami permasalahan perpajakan 

5 Fasilitas fisik yang terdapat di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri memberikan rasa nyaman 

kepada para wajib pajak untuk melakukan aktivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor 

SANKSI PERPAJAKAN (X4) 

1 Wajib pajak yang melanggar aturan pajak kendaraan bermotor harus diberikan sanksi pajak sesuai 

aturan yang berlaku 
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No Pernyataan 

2 Pemberian sanksi pajak dapat mendidik wajib pajak untuk taat atas peraturan pajak kendaraan 

bermotor 

3 Pemberian sanksi pajak harus dilakukan tanpa adanya toleransi 

FASILITAS PERPAJAKAN (X4) 

1 Saya berpartisipasi dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

2 Saya memahami bahwa program pemutihan membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran 

pajak 

3 Saya mengetahui bahwa program pemutihan pajak bukan merupakan jebakan 

4 Saya mengetahui manfaat yang diperoleh dari program pemutihan pajak 

5 Saya tetap patuh membayar pajak kendaraan bermotor meskipun program pemutihan berakhir 

 

3.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan 

atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2021).  

 

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel Jumlah Responden Min. Max. Mean Std. Deviation 

Kesadaran wajib pajak  100 15 25 21,10 2,167 

Pengetahuan wajib pajak  100 6 15 12,03 1,743 

Kualitas pelayanan pajak  100 11 25 20,73 2,624 

Sanksi perpajakan  100 10 15 12,67 1,207 

Fasilitas perpajakan 100 15 25 21,03 21,03 

Kepatuhan wajib pajak  100 18 25 21,87 1,247 

Sumber : Output SPSS 23. 

 

Berdasarkan data pada tabel 3 menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 100 responden yang dihasilkan 

dari jumlah perhitungan sampel yang digunakan. Pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 

sebesar 15 dan nilai maksimalnya sebesar 25 dan menghasilkan mean sebesar 21,10 dengan standar deviasinya 

sebesar 2,167. Selanjutnya variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai 

maksimalnya sebesar 11 dan menghasilkan mean sebesar 12,03 dengan standar deviasinya sebesar 1,743. 

Variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimalnya sebesar 25 dan 

menghasilkan mean sebesar 20,73 dengan standar deviasinya sebesar 2,624. Variabel sanksi perpajakan 

memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimalnya sebesar 15 dan menghasilkan mean sebesar 12,67 

dengan standar deviasinya sebesar 1,207. Variabel fasilitas perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 15 dan 

nilai maksimalnya sebesar 25 dan menghasilkan mean sebesar 21,03 dengan standar deviasinya sebesar 21,03. 

Dan terakhir variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimalnya 

sebesar 25 dan menghasilkan mean sebesar 21,87 dengan standar deviasinya sebesar 1,247. 

 

3.3 Validitas dan Reabilitas Instrumen 

3.3.1 Uji Validitas 

Urji validitas merrurpakan perngurjian yang dilaksanakan u rnturk mermurturskan apakah serbu rah angkert ataur 

ku risionerr mermpurnyai surbstansi ataur tidak (Sugiyono, 2021). Derngan mermbandingkan rhitu rng, dan rtaberl 

de rngan derrajat kerberbasan 0,050 merrurpakan prosers u rnturk merlakurkan urji validitas. 
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Tabel 4. Hasil Urji Validitas 

Variaberl Perrnyataan Rhiturng Rtaberl Ke rterrangan 

Kersadaran wajib 

pajak (X1) 

X1.1 0,687 0,349 Valid 

X1.2 0,773 0,349 Valid 

X1.3 0,872 0,349 Valid 

X1.4 0,700 0,349 Valid 

X1.5 0,842 0,349 Valid 

Pe rngertahuran wajib 

pajak (X2) 

X2.1 0,896 0,349 Valid 

X2.2 0,946 0,349 Valid 

X2.3 0,926 0,349 Valid 

Kuralitas perlayanan 

pajak (X3) 

X3.1 0,842 0,349 Valid 

X3.2 0,903 0,349 Valid 

X3.3 0,887 0,349 Valid 

X3.4 0,930 0,349 Valid 

X3.5 0,913 0,349 Valid 

Sanksi perrpajakan 

(X4) 

X4.1 0,797 0,349 Valid 

X4.2 0,752 0,349 Valid 

X4.3 0,834 0,349 Valid 

Fasilitas 

perrpajakan (X5) 

X5.1 0,720 0,349 Valid 

X5.2 0,789 0,349 Valid 

X5.3 0,882 0,349 Valid 

X5.4 0,894 0,349 Valid 

X5.5 0,792 0,349 Valid 

Kerpaturhan wajib 

pajak (Y) 

Y1 0,535 0,349 Valid 

Y2 0,795 0,349 Valid 

Y3 0,655 0,349 Valid 

Y4 0,786 0,349 Valid 

Y5 0,781 0,349 Valid 

Sumber : Output SPSS 23. 

 

Dari data pada taberl 4 diperrolerh kersimpurlan bahwa serlurrurh iterm perrtanyaan variabe rl dianggap valid 

karerna Rhiturng > Rtaberl. 

 

3.3.2 Uji Reabilitas 

Urji rerliabilitas merrurpakan su ratur mertoder dalam merngervalurasi angkert yang berrada di antara indikator-

indikator variaberl (Ghozali, 2019). Dalam pernerlitian ini, Cronbach's Alpha dihiturng urnturk sertiap variaberl 

dalam instrurmern urnturk merngurji rerliabilitas instrurmern. Suratur surrveri merndapatkan hasil rerliabler jika hasil ɑ ≥ 

0,600 (Ghozali, 2019). Namurn, jika nilai serlanjurtnya adalah ɑ ≤ 0,600, maka hasilnya tidak re rliabler. 

Tabel 5 Hasil Urji Rerabilitas 

Variaberl Alpha Cronbach’s Kerterrangan 

Kersadaran Wajib Pajak (X1) 0,804 Rerliaberl 

Perngertahuran Wajib Pajak (X2) 0,901 Rerliaberl 

Kuralitas Perlayanan Pajak (X3) 0,938 Rerliaberl 

Sanksi Perrpajakan (X4) 0,693 Rerliaberl 

Fasilitas Perrpajakan (X5) 0,862 Rerliaberl 

Kerpaturhan Wajib Pajak (Y) 0,704 Rerliaberl 

          Sumber : Output SPSS 23. 
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Berrdasarkan hasil urji rerabilitas pada tabel 5 me rnurnjurkkan dari sertiap iterm perrnyataan di masing-

masing variaberl dianggap dapat rerliaberl karerna perringkat Alpha Cronbach’s > 0,600. 

 

3.4 Uji Asumsi Klasik 

3.4.1 Uji Normalitas 

Dalam moderl rergrersi linierr, urji normalitas, yaitur urji asu rmsi klasik, dilaksanakan dalam me rmastikan 

apakah distribursi pada tiap variaberl berbas dan variaberl terrikat normal (Ghozali, 2019). Dalam urji normalitas, 

nilai sign > 0,050 mernurnjurkkan distribursi data normal, serdangkan nilai sign < 0,050 mernurnjurkkan distribursi 

data tidak normal. 

Tabel 6. Hasil Urji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Kriteria Hasil Keterangan 

Asymp Sign (2-tailerd) Sig > 0,050 0, 156 Berdistribusi normal 

Sumber : Output SPSS 23. 

 

Nilai Asymp Sign (2-tailerd) adalah serbersar 0,156 > 0,050 serbagaimana diturnjurkkan pada taberl 6 

serbe rlurmnya. Olerh karerna itur, dapat dikatakan  hasil urji Kolmogorov-Smirnov berrdistribursi normal.  

 

3.4.2 Uji Multikolonieritas 

Urji asurmsi klasik, urji murltikolineraritas dirancang dalam mermastikan apakah terrjadi korerlasi pada 

variaberl inderperndern satur derngan yang lain dalam moderl rergrersi (Ghozali, 2019). Berrdasarkan urji 

murltikolineraritas, data dikatakan tidak murltikolinerar jika total tolerransi merlerbihi 0,100 dan perrhiturngan VIF 

ku rrang dari 10. 

Tabel 7. Hasil Urji Murltikolonierritas 

Model Tolerance VIF Keterangan 

Kesadaran wajib pajak 0,534 1,871 Tidak terjadi multikolineritas 

Pengetahuan wajib pajak 0,710 1,409 Tidak terjadi multikolineritas 

Kualitas pelayanan pajak 0,479 2,089 Tidak terjadi multikolineritas 

Sanksi perpajakan 0,638 1,567 Tidak terjadi multikolineritas 

Fasilitas perpajakan 0,532 1,879 Tidak terjadi multikolineritas 

Sumber : Output SPSS 23. 

 

Berrdasarkan nilai tolerransi pada masing-masing variabe rl > 0,100 dan nilai VIF  < 10 maka dapat 

dikatakan  moderl rergrersi linierr tidak mernurnjurkkan adanya murltikolineraritas pada ke rserlurrurhan variaberl yang 

diterliti. 

 

3.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Urnturk merngertahuri apakah varians rersidural pada moderl rergrersi linierr berrberda antar data, salah satur urji 

asurmsi sifatnya urmurm digurnakan yaitur urji herterroskerdastisitas. Kriterria yang digurnakan dalam urji 

he rterroskerdastisitas mernyatakan  herterroskerdastisitas terrjadi apabila terrdapat pola titik-titik yang berrberda dan 

terraturr. Serbaliknya, herterroske rdastisitas tidak terrjadi bila titik-titik mernyerbar di atas serrta di bawah angka 0 

pada surmbur Y. Herterroskerdastisitas dapat disimpurlkan tidak terrjadi berrdasarkan grafik scatterr plot pada 

Gambar 1 yang mernampilkan titik-titik pada grafik terrserburt mernyerbar di atas serrta di bawah angka 0 

pada surmbur Y dan tidak mermiliki pola yang teratur.  
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Gambar 1 Hasil Urji Herterrokerdastisitas. Sumber : Output SPSS 23. 

 

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Mertoder analisis berrturjuran merlihat bagaimana faktor inde rperndern me rmperngarurhi variaberl terrikat adalah 

analisis rergrersi linierr berrganda (Ghozali, 2019). Analisis rergrersi linierr berrganda yang terlah dilaksanakan 

mermperrolerh hasil serbagai be rrikurt. 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + 𝑒 

Y = 10,469 + 3,469X1 − 1,295X2 + 2,181 X3 + 1,286 X4 + 6,586 X5 

 

Dari persamaan regresi linier tersebut diketahui variabe rl terrikat kerpaturhan wajib pajak kerndaraan 

be rrmotor serbersar 10,469 bila variaberl berbas kersadaran wajib pajak, perngertahuran wajib pajak, kuralitas 

pe rlayanan perrpajakan, sanksi perrpajakan, dan fasilitas pe rrpajakan dianggap konstan ataur sama derngan 0. Hal 

ini diturnjurkkan derngan nilai konstanta (α) se rbersar 10,469. Jika nilai dari variabel kesadaran wajib pajak, 

kualitas pelayanan pajak, dan fasilitas perpajakan naik sebesar 1% maka nilai dari variabel kepatuhan wajib 

pajak juga akan naik sebesar nilai t dari masing-masing variabel terkait. Sedangkan jika nilai variabel 

pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan naik 1% maka nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak akan 

turun sebesar nilai t dari variabel terkait. Dengan asumsi  variabel independen lainnya bersifat tetap.  

 

3.6 Uji Koefisiensi Determiasi 𝐑𝟐 

Urnturk merngertahuri serberrapa baik moderl rergrersi dapat me rnjerlaskan flurkturasi variaberl terrikat, dilakurkan 

urji koerfisiern derterrminasi R2 derngan nilai yang digurnakan antara nol dan satur (Ghozali, 2019). 

Jika hasil R2 pada urji koerfisiern derterrminasi mernderkati 0, maka dapat disimpurlkan  bagaimana variaberl 

be rbas mampur urnturk mernerrangkan flurkturasi variaberl terrikat yang terrbatas. Se rbaliknya, jika jurmlah R2 

merncapai angka 1 artinya hampir sermura informasi yang diburturhkan merngernai variaberl terrikat dapat diperrolerh 

dari variaberl berbas. 

Tabel 8 Hasil Urji Koerfisiernsi Derterrminasi 

Kriteria Adjusted R Square 

0 ≤ R ≤1 0,689 

Sumber : Output SPSS 23. 

 

Informasi pada taberl 8 mernurnjurkkan  nilai Adjursterd R Squrarer serbersar 0,689 ataur 68,9%. Olerh karerna 

itur, dapat dikatakan  31,1% faktor yang me rmperngarurhi kerpaturhan wajib pajak ke rndaraan berrmotor tidak 



Perpajakan p-ISSN : 2089-7219 

e-ISSN : 2477-4782 

 

 191       Vol. 13 No. 2 Agustus 2024 

terrmasurk dalam pernerlitian ini, serdangkan 68,9% lainnya diperngarurhi olerh faktor-faktor serperrti kersadaran 

wajib pajak, perngertahuran wajib pajak, kuralitas perlayanan perrpajakan, sanksi perrpajakan, dan fasilitas pajak. 

 

3.7 Uji Parsial (Uji-t)  

Bagaimana kemampuan dari variabel bebas bisa berpengaruh terhadap variabel terikat secara terpisah 

ditentukan dengan menggunakan uji-t (Ghozali, 2019). Uji-t yang telah dilaksanakan memperoleh hasil 

sebagai berikut.  

Tabel 9 Hasil Urji Parsial (Urji-t) 

Model Urnstandardizerd Coerfficiernts t Sig. 

Constant 10,469 12,276 0,000 

Kesadaran wajib pajak 0,153 3,469 0,001 

Pengetahuan wajib pajak -0,062 -1,295 0,198 

Kualitas pelayanan pajak 0,084 2,181 0,032 

Sanksi perpajakan 0,093 1,286 0,202 

Fasilitas perpajakan 0,285 6,586 0,000 

Sumber : Output SPSS 23. 

Tabel 9 memperlihatkan hasil nilai dari t hitung variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan 

pajak, dan fasilitas perpajakan lebih besar dari nilai t tabelnya serta nilai sig-nya lebih kecil dari 0,050 yang 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan fasilitas perpajakan. Sedangkan 

hasil nilai dari t hitung variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan lebih kecil dari nilai t tabelnya 

dan nilai sign-nya lebih besar dari 0,050 yang menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya secara 

parsial variabel kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan wajib pajak dan variabel 

sanksi perpajakan. 

 

3.8 Uji Simultan (Uji-F) 

Urji F dilaksanakan derngan turjuran merngervalurasi bagaimana kermampuran dari variaberl-variaberl berbas  

sercara kerserlurrurhan dapat mermperngarurhi variaberl terrikatnya (Ghozali, 2019). Urji F yang terlah dilaksanakan 

mermperrolerh hasil serbagai be rrikurt.  

Tabel 10 Hasil Urji Simurltan (Urji-F) 

Kriteria F Sign  Keterangan 

Sign < 0,050 44,811 0,000 Lolos uji f 

Sumber : Output SPSS 23. 

 

Derngan mernggurnakan data pada tabel 10 diperrolerh nilai F hiturng > F taberl (44,811 > 2,470) derngan 

nilai tanda < 0,050 (0,000 < 0,050). Variabe rl kersadaran wajib pajak, perngertahuran wajib pajak, kuralitas 

pe rlayanan perrpajakan, sanksi perrpajakan, dan fasilitas perrpajakan sermuranya se rkaligurs dapat mermberrikan 

pe rngarurh yang bersar (sercara simurltan) terrhadap variabe rl kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor. Hasilnya, 

dapat diternturkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterrima. 

 

4. Pembahasan 

4.1 Pengaruh  kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

Berdasarkan hasil uji hipotesis mendapatkan hasil bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,469 > 1,986 dan 

nilai sign < 0,05 yaitu 0,001 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkann bahwa pada Kantor Samsat Pare r 

Kabu rpatern Ke rdiri dapat dike rtahuri bahwa variaberl kersadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena sikap wajib pajak yang 

sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak mendorong para wajib pajak untuk patuh terhadap aturan 

perpajakan yang berlaku.  

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang terdapat dalam diri wajib pajak. Kesadaran 

wajib pajak akan muncul ketika wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor 

secara tepat waktu untuk keberlangsungan pembangunan negara. Meningkatnya kesadaran wajib pajak 
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merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan rasio dari kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Jika kesadaran wajib pajak meningkat maka rasio kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor juga akan meningkat (Kowel et al., 2019). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang muncul 

ketika masyarakat mampu memahami bahwa mereka mempunyai kewajiban internal, jujur, dan bebas tekanan 

untuk membayar pajaknya, maka mereka akan sadar akan kewajiban tersebut (Masur & Rahayu, 2022).   

Pada penelitian ini variabel dari kesadaran wajib pajak berhubungan dengan Theory of Planned 

Behavior tepatnya pada behavioral beliefs, yang menyatakan bahwa seorang individu akan melakukan 

pengambilan keputusan ketika mereka ingin berperilaku dengan cara tertentu. Karena itu, wajib pajak akan 

memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela jika mereka memiliki niat dan kesadaran untuk 

melakukannya. Menurut behavioral beliefs, ini merupakan proses yang menimbulkan keyakinan dari individu 

akan hasil serta evaluasi dari suatu perilaku tersebut. Sebelum mereka membuat keputusan apa yang harus 

mereka lakukan, seseorang individu akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan mereka peroleh dari 

perilaku mereka (Kowel et al., 2019). Jika wajib pajak menyadari kewajibannya terhadap pajak, mereka akan 

dengan sukarela melakukannya. Hasil pernerlitian ini serjalan derngan pernerlitian Ferrry dan Sri tahurn (2020) yang 

mernermurkan bahwa variaberl terrkait kesadaran wajib pajak be rrperngarurh terrhadap ke rpaturhan wajib pajak saat 

merlakurkan permbayaran pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kowel et al., (2019) memperoleh hasil bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

 

4.2 Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang dilaksakan mendapatkan hasil bahwa nilai t hitung < t tabel 

yaitu -1,298 < 1,986 dan nilai sign > 0,05 yaitu 0,198 > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak. Artinya secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengetahuan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi 

pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak tersebut akan taat atas 

peraturan perpajakan. 

Pengetahuan wajib pajak mencangkup pemahaman masyarakat terkait perpajakan, termasuk kode 

pajak, prosedur pembayaran, syarat pengajuan pajak, serta sanksi perpajakan (Kowel et al., 2019). Pengetahuan 

yang dimiliki oleh wajib pajak tidak bisa djadikan tolak ukur untuk melihat tingkat kepatuhan para wajib pajak. 
Wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya karena mereka memiliki pengetahuan yang luas 

tentang aturan pajak (Arfah & Aditama, 2020). Ketika wajib pajak mampu untuk memahami lingkungan 

pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian perpajakan dengan baik tetapi mereka belum 

mampu menerapkannya secara maksimal maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Ketidakpatuhan bahkan kecurangan perpajakan yang terjadi di Indonesia bukan karena wajib pajak tidak 

memiliki pengetahuan terkait pajak tetapi pelaku memahami peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga 

mereka mampu untuk mencari celah agar tidak patuh serta tidak dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Hal ini mernurnjurkkan bahwa merskipurn pe rngertahuran pe rrpajakan merrerka luras, masyarakat masih berlurm bisa 

mermastikan permbayaran pajak yang akurrat.  

Pada Theory of Planned Behavior tepatnya behavior beliefs menyatakan bahwa individu memiliki 

keyakinan yang dapat muncul atas suatu hasil dari perilaku yang mereka pilih. Hal ini sesuai dengan 

pengetahuan pajak dimana ketika individu tersebut memiliki pengetahuan atas perpajakan mereka dapat 

memilih apakah harus melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Individu tersebut yakin atas 

konsekuensi sikap yang mereka pilih. Dimana wajib pajak ketika memilih untuk melanggar aturan perpajakan 

mereka mengetahui konsekuensi yang harus diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arfah & 

Aditama (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak tetapi mereka tidak patuh atas aturan 

tersebut. Penelitian milik Hantono dan Sianturri (2022) juga mendapatkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ke rtika masyarakat derngan tingkat 

pe rmahaman perrpajakan yang luras berlurm terntur mampur jika harurs paturh urnturk merlaksanakan permbayaran 

pajak. 

 

4.3 Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang dilaksanakan mendapatkan hasil Nilai t hitung > t tabel yaitu 

2,181 > 1,986 dan nilai sign < 0,05 yaitu 0,032 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas 
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pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor secara parsial, karena Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh para 

petugas pajak. Semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, karena kualitas pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan 

atas harapan dari wajib pajak. 

Kualitas pelayanan merupakan taraf kepuasan dari wajib pajak (Agustin & Putra, 2019). Kualitas 

pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong tingkat kepatuhan dari para wajib pajak 

(Bahri et al., 2020). Tingkat kepuasan dari wajib pajak dapat diperoleh dengan cara membandingkan atas jenis 

pelayanan yang diterima oleh wajib pajak dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh para wajib pajak. 

Kualitas pelayanan yang baik adalah kualitas pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada para wajib 

pajak sehingga wajib pajak merasa nyaman untuk melakukan pembayaran pajak. (Malau et al., 2021). 

Pelayanan pajak ini dapat berupa bantuan otoritas pengeluaran yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib 

pajak berkaitan dengan membantu, mengawasi, serta menyelesaikan semua yang diperlukan oleh wajib pajak.  

Petugas pajak harus mampu memberikan pelayanan berkualitas dengan berpedoman pada 4K yaitu keamanan, 

kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum (Cahyanti et al., 2019).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior tepatnya normative beliefs dimana 

teori ini menyatakan bahwa keyakinan individu akan muncul atas harapan normatif orang lain serta motivasi 

untuk memenuhi harapan tersebut. Wajib pajak akan taat atas peraturan perpajakan ketika mereka 

mendapatkan kepuasan atas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak maupun pemerintah. Ketika 

petugas pajak mampu memenuhi harapan dari wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan hal tersebut 

merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk taat atas aturan yang berlaku. Wajib 

pajak merasa nyaman atas perlakuan yang diberikan oleh petugas pajak sehingga para wajib pajak akan 

termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak secara teratur, seperti ketika petugas pajak memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat hal tersebut memberikan kesan yang baik bagi wajib pajak. Meningkatkan 

kualitas pelayanan pajak yang diberikan merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan sikap patuh wajib 

pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Adikara & Rahayu 

(2021) didapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas 

pe rlayanan yang diberrikan petugas pajak mermiliki dampak pada sikap paturh me rmbayar pajak kerndaraan 

be rrmotor. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Dewi & Kadek (2019) juga mendapatkan hasil bahwa kualitas 

pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  

 

4.4 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilaksanakan mendapatkan hasil Nilai t hitung < t tabel yaitu 

1,286 < 1,986 dan nilai sign > 0,05 yaitu 0,202 > 0,05 tidak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya secara parsial variabel kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sanksi perpajakan. 

Sanksi perpajakan tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam menekan angka kepatuhan wajib pajak. Para wajib 

pajak masih banyak yang melanggar aturan perpajakan. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi perpajakan yang 

kurang tegas oleh aparatur pajak dan pemerintah. 

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi atas pelanggaran yang diterima oleh wajib pajak karena 

keterlambatan pelaporan atau pelanggaran aturan perpajakan (Hantono & Sianturi, 2022). Sanksi pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah merupakan alat yang digunakan dalam mengatur segala aspek yang berkaitan 

dengan masyarakat, termasuk untuk menciptakan kepatuhan dalam hal membayar pajak negara (Indrasari et 

al., 2020). Tetapi adanya sanksi perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk menekan angka kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor, karena sanksi yang diterapkan secara tegas. Faktor lain dikarenakan adanya 

kecurangan penerimaan pajak oleh pemerintah maupun aparatur pajak. Sanksi yang diberikan tidak dapat 

menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Banyak wajib pajak yang masih belum 

mengetahui sanksi perpajakan. Tidak adanya sosialisasi terkait sanksi perpajakan membuat wajib pajak tidak 

merasa jera atas konsekuensi yang akan didapatkan apabila melanggar aturan perpajakan (Barlan et al., 2021). 

Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan Theory of Planned Behavior tepatnya control beliefs 

karena sanksi pajak tidak dapat dijadikan sebagai pendorong dalam menekan angka kepatuhan wajib pajak. 

Harapan pemerintah bahwa sanksi yang ditetapkan akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Tetapi pada praktiknya banyak wajib pajak yang tetap tidak patuh atas adanya sanksi tersebut dan 
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bahkan tidak mengetahui perihal sanksi yang ada. Wajib pajak tidak memiliki efek jera atas sanksi yang 

diterapkan, karena sanksi administratif perpajakan kurang tegas atau tidak menimbulkan kerugian yang cukup 

besar bagi wajib pajak yang telah melanggar aturan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Indrasari et.al., (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor. sanksi pe rrpajakan sanksi dari pajak tidak mermiliki banyak perngarurh bagi sikap 

paturh dari wajib pajak. Hal ini diakibatkan karerna banyaknya wajib pajak yang masih berlurm merngertahuri sanksi 

pajak yang dikernakan. Tidak adanya sosialisasi te rntang konserku rernsi perrpajakan mermburat wajib pajak tidak 

merrasa takurt akan konserkurernsi. Hal ini se rsurai derngan pe rnerlitian Karlina & Erthika (2021) yang merndapatkan 

hasil bahwa kerpaturhan wajib pajak kerndaraan berrmotor tidak terrperngarurh sercara re rlervan pada sanksi pajak. 

 

4.5 Pengaruh fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

Berdasarkan dari pengujian hipotesis yang dilaksanakan mendapatkan hasil nilai t hitung > t tabel 

yaitu 6,586 > 1,986 dan nilai sign < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel fasilitas perpajakan dapat mempunyai pengaruh yang cukup besar variabel kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor, karena  Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang diberikan 

oleh pemerintah guna untuk menunjang kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak mendorong agar 

wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  

 Fasilitas perpajakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perolehan infrastruktur serta 

fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memenuhi persyaratan dan memungkinkan administrasi perpajakan 

modern (Haryanti & Wijaya, 2020). Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah untuk menunjang 

kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah insentif pajak dengan program pemutihan pajak. Fokus utama 

pada penelitian ini adalah pada fasilitas program pemutihan pajak. Program pemutihan pajak ini diberikan oleh 

pemerintah guna meringankan wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya 

fasilitas pemutihan pajak ini mendorong para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya 

sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.  

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior tepatnya control beliefs yang 

menyatakan bahwa terdapat faktor yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan oleh 

individu. Fasilitas perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung atas perilaku wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.  Dengan adanya fasilitas perpajakan yang memadai 

membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Fasilitas perpajakan yang baik 

mendorong wajib pajak untuk patuh atas perpajakan, sedangkan fasilitas perpajakan yang buruk menjadi 

penghambat bagi para wajib pajak untuk patuh atas kewajiban perpajakannya. Salah satu fasilitas yang 

diberikan pemerintah terhadap para wajib pajak adalah dengan adanya program pemutihan pajak. Program 

pemutihan pajak ini diberikan pemerintah sebagai upaya untuk mendorong para wajib pajak agar patuh dalam 

kewajiban perpajakannya. hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh William Fe rrry & Derwi 

Sri (2020) mernermurkan bahwa program pemutihan pajak be rrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak. 

Program ini merrurpakan inisiatif permerrintah derngan turjuran urnturk mernurrurnkan jurmlah orang yang wajib pajak 

urnturk mermbayar pajak. Program ini mernawarkan banyak manfaat bagi para wajib pajak, terrurtama perngurrangan 

tarif pajak, yang ternturnya merngu rnturngkan banyak orang yang wajib pajak. Penelitian lain milik Widajantie & 

Anwar (2020) juga mendapatkan hasil bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor.  

 

5. Simpulan dan Saran 

Hasil dari pernerlitian ini mernurnjurkkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor antara lain adalah kesadaran dari wajib pajak, kualitas 

pelayanan pajak yang diberikan, dan fasilitas perpajakan yang didukung dengan bukti bahwa variabel 

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan fasilitas perpajakan tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan wajib pajak serta sanksi perpajakan tidak 

mempengaruhi sikap patuh dari wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan 

dengan variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan berkaitan dengan penyebaran kuisioner melalui goggle form yang 

memudahkan peneliti untuk dapat menjangkau responden yang lebih luas, tetapi keterbatasannya adalah 

peneliti tidak dapat memastikan apakah responden sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti. 



Perpajakan p-ISSN : 2089-7219 

e-ISSN : 2477-4782 

 

 195       Vol. 13 No. 2 Agustus 2024 

Keterbatasan lain terdapat pada masalah perizinan pada UPT PPD Kediri yang membuat peneliti memiliki 

waktu yang singkat dalam menyebarkan kuisioner sehingga hasilnya tidak maksimal.  

Berrdasarkan dari hasil dan pe rmbahasan pada pernerlitian ini, maka saran yang dapat dibe rrikan untuk 

peneliti selanjutnya agar peneliti selanjutnya mempertimbangkan untuk menyebarkan kuisioner secara 

langsung pada Kantor Samsat yang akan diteliti agar kriteria responden sesuai dengan penelitian yang 

dilaksanakan dan menyebarkan kuisioner dengan jangka waktu yang panjang agar memperoleh hasil yang 

maksimal. Peneliti selanjutnya dapat mengganti atau mempelajari lebih lanjut terkait variabel pengetahuan 

wajib pajak dan sanksi perpajakan yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini seperti menambah variabel 

penetapan pajak progresif  dan penerapan e-samsat. Untuk Kantor Samsat Parer Kaburpatern Kerdiri diharapkan 

dapat merningkatkan kinerrjanya serndiri, derngan mernggurnakan variaberl-variaberl yang berrpe rngarurh terrserburt 

dapat dijadikan perdoman untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 
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